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Abstrak 
Penggunaan ruang bawah tanah merupakan alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan 
untuk berbagai kegiatan, khususnya pada lokasi strategis di Perkotaan. Dalam praktek hal ini 
sudah terjadi seperti di Kota Jakarta untuk keperluan pertokoan, pergudangan, areal parkir dan 
bahkan sudah dipraktekkan untuk jalur kereta api bawah tanah (subway) dari MRT. Secara 
yuridis pengaturan lembaga hukum hak atas ruang bawah tanah belum ada, dan UU yang sudah 
berlaku yaitu UUPA hanya menentukan pemanfaatan yang yang sangat terbatas dan relatif 
sehingga tidak ada kepastian hukum. Untuk pengaturan lembaga hukum ini harus dilakukan 
orientasi yuridis dari berbagai aspek terutama bidang teknik, lingkungan, dan sosial.  
 
Kata Kunci: kebutuhan lahan, alternatif pengaturan, ruang bawah tanah  
 
I. PENDAHULUAN 
Meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan telah meningkatkan 
tekanan terhadap sumberdaya tanah di Indonesia. Selain itu, pengembangan sumberdaya tanah 
juga menghadapi masalah ketidakselarasan antar berbagai kepentingan dan berbagai sektor 
ekonomi yang pada gilirannya akan menjadi counter productive satu dengan lainnya. Keadaan 
ini diperburuk lagi dengan sistem peraturan yang dirasakan sangat kompleks dan seringkali tidak 
relevan lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keadaan ini, dapat menyebabkan sistem 
pengelolaan sumberdaya tanah yang tidak berkelanjutan.   
Khusus di wilayah perkotaan intensitas permintaan dan kebutuhan tanah untuk berbagai 
kepentingan semakin meningkat, sehingga semakin sulit untuk mendapatkan tanah. Disamping 
pemanfaatan dengan gedung bertingkat, upaya pemanfaatan ruang di bawah tanah merupakan 
suatu alternatif pemenuhan kebutuhan berbagai kepentingan umum seperti pembangunan jalur 
transportasi bawah tanah seperti MRT, pertokoan, pergudangan, area parkir dan lain-lain. Oleh 
karenanya dampak perubahan yang ditimbulkan tampak lebih nyata di daerah perkotaan 
dibanding dengan pedesaan. Di kota-kota dimana tingkat kepadatan penduduk sudah semakin 
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padat dan kemampuan untuk menyediakan tanah sudah semakin terbatas maka ketergantungan 
akan hasil rekayasa akan semakin tinggi.  
Penggunaan ruang di bawah tanah tentu akan membawa pengaruh terhadap pengaturan 
lembaga hak-hak atas tanah yang telah ada yang apabila tidak segera diadakan pemikiran-
pemikiran yang mendalam akan dapat berakibat timbulnya masalah-masalah hukum maupun 
sosial yang akan menjadi kendala dalam kelancaran pembangunan. Demikian juga akan muncul 
tuntutan yuridis mengenai hak atas tanah apa yang dapat diberikan dan sampai seberapa jauh 
batas kewenangan dari pemegang hak atas penggunaan tanahnya dengan adanya fasilitas lain 
yang ada di bawah hak atas tanahnya serta perlindungan hukum yang dapat diperolehnya apabila 
kelak dikemudian hari timbul sengketa. 
 Dalam rangka orientasi yuridis penggunaan ruang bawah tanah dimasa depan tulisan di 
bawah ini akan membahas permasalahan sebagai berikut :  1) Bagaimana kewenangan yuridis 
terhadap ruang bawah tanah; 2) Bagaimana kriteria teknis pemanfaatan ruang bawah tanah. 
 
II. METODE PENELITIAN 
 Permasalahan sebagaimana tersebut di atas akan dijawab dan dipecahkan dengan 
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.  Objek yang diteliti berupa  sistem norma 
dari aspek peraturan perundangan yang berkitan dengan pengaturan penggunaan ruang bawah 
tanah. Penelitian ini termasuk dalam yang bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini 
diupayakan memberikan gambaran secara sistematik dan menyeluruh  mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sedangkan analitis dimaksudkan akan 
memberikan pengelompokan, menghubung-hubungkan, dan memberi makna terhadap segala 
sesuatu yang telah diperoleh dalam penelitian ini dalam bentuk analisis yuridis. 
 Teknk pengumpulan data berupa data sekunder dengan cara studi kepustakaan dan telaah 
peraturan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Seluruh data yang telah 
terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian 
dengan argumen yang bersifat induktif, yakni proses pengambilan kesimpulan (proses 
pembentukan hipotesa) yag didasarkan pada satu atau dua fakta berdasarkan pada fakta dan bukti 
yang ada. 
 
 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
UUPA mempunyai fungsi disamping untuk mengatur aktivitas manusia yang berkaitan 
dengan tanah sebagai perwujudan dari fungsi regulator hukum, juga mengarahkan aktivitas itu 
pada pencapaian tujuan yang dikehendaki sebagai perwujudan dari fungsi “social engineering” 
dari hukum. Hal ini jelas dari ketentuan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 UUPA yang 
menegaskan bahwa pengaturan tentang tanah oleh negara harus diarahkan untuk tercapainya 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian juga hubungan-hubungan hukum baik antara 
manusia dengan tanah maupun hubungan-hubungan hukum diantara manusia dari berbagai 
lapangan yang  berkaitan dengan tanah, tidak dibenarkan hanya untuk kemakmuran pihak 
tertentu, tetapi harus berjalan secara berkeadilan dan berkeseimbangan. 
Penggunaan ruang dibawah tanah merupakan fenomena yang cukup menarik. Karena 
meskipun penggunaan ruang di bawah tanah ini telah cukup banyak pada dasawarsa belakangan 
ini terutama di daerah perkotaan, seperti pembangunan MRT (subway) di Jakarta dan 
penggunaan lain seperti di Surabaya termasuk Kota Semarang, dimana penduduk sudah semakin 
padat disertai dengan semakin kompleksnya kebutuhan dan aktivitas perekonomian sementara 
lokasi yang strategis semakin terbatas. Dilain pihak usaha pemerintah untuk membuat suatu 
pengaturan tentang hal tersebut nampaknya belum juga ada, sedangkan UUPA yang berlaku 
sekarang tidak mengatur secara eksplisit. Ironisnya  bahkan dalam RUU tentang Pertanahan yang 
notabene dikatakan sebagai “penyempurnaan” UUPA- pun belum mengatur tentang hal itu. 
Padahal persoalan ini menyangkut berbagai aspek yang cukup kompleks yang bila tidak 
dibuatkan suatu pengaturan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Aspek-
aspek itu antara lain seperti aspek hukum mengenai kepemilikan, status hak, kewenangan, 
pensertipikatan, perlindungan hukum maupun aspek teknis seperti kelayakan bangunan yang 
menjamin keamanan, kesehatan,  keselamatan dan kenyamanan penghuni maupun orang yang 
berada di dalamnya. 
1. Kewenangan Yuridis  
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang kemudian dijabarkan dalam UUPA, maka 
tanah diartikan dalam dua bagian : 
• Tanah dalam arti luas yaitu benda alam yang merupakan kesatuan tanah air dengan unsur-
unsur dasarnya yaitu bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang ada di 
dalamnya. Unsur-unsur dasar ini merupakan kekayaan nasional Bangsa Indonesia sebagai 
karunia Tuhan YME, karena itu  sifat hubungan antara bangsa dan tanahnya menjadi bersifat  
abadi. 
• Tanah dalam arti sempit merupakan benda yang menjadi objek hak yaitu permukaan bumi. 2 
Tugas dan fungsi kantor pertanahan dalam pengelolaan pertanahan adalah tanah dalam 
arti permukaan bumi. Dalam hal ini  tanah akan menjadi lahan tempat berlangsungnya berbagai 
aktivitas. 
Hubungan kewenangan Negara terhadap pertanahan bahwa negara mempunyai Hak 
Menguasai, bukan memiliki hal ini berbeda dengan ketika zaman penjajahan dimana negara 
sebagai pemilik dengan asas Domein Verklaring-nya. Pengertian dikuasai oleh negara diatas 
berarti kewenangan untuk mengatur dan mengurus. Kepemilikan dan hak atas tanah diatur 
dengan hukum publik dan hukum privat. Negara dalam arti diam menguasai tanah dengan 
hukum publik dan berkewajiban mengatur, mengurus dan menyelesaikan konflik diantara 
kepentingan privat terhadap kepemilikan serta hak atas tanah. Ini berarti bahwa negara dalam arti 
bergerak yang dalam hal ini adalah pemerintah, jika berkeinginan untuk memiliki tanah maka 
harus melalui prosedur hukum privat dan tidak bisa menyalahgunakan kewenangannya dalam 
hukum publik. Sementara itu diluar pemerintah terdapat pula hak-hak kepemilikan dan 
penguasaan tanah oleh privat yang pengaturannya diatur oleh hukum privat serta tanah-tanah 
yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dari dasar ini maka dapat dibedakan jenis kepemilikan dan 
penguasaan tanah, antara lain: 
• Tanah Negara 
Yaitu tanah yang belum dilekati oleh sesuatu hak atas tanah walaupun  telah dikuasai 
oleh instansi/Badan Hukum maupun oleh perseorangan 
• Tanah Negara Dilekati Hak Atas Tanah 
Yaitu tanah negara yang telah dilekati suatu hak atas tanah dalam jangka waktu 
tertentu seperti, HGB, HU, HP, dan lain-lain. 
• Tanah Milik 
Yaitu tanah yang telah dilekati hak milik atau telah dimiliki secara adat. 
Dengan hukum publik, negara dalam arti diam (Staat) berwenang untuk mengatur dan mengurus 
ketiga jenis kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut dimana kewenangan yang dimaksud 
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dilaksanakan oleh negara dalam arti bergerak (Gouvernement) yang dalam hal ini adalah 
lembaga pemerintahan.  Namun tetap dalam koridor bahwa keinginan untuk memiliki tanah oleh 
pemerintah harus melalui hukum privat.3 
Mengingat tanah merupakan simbol keutuhan bangsa maka betapa vital dan strategisnya 
posisi pertanahan dalam kedaulatan penyelenggaraan negara dan bangsa. Untuk itulah 
dibutuhkan adanya suatu fungsi lembaga pemerintahan terhadap administrasi pertanahan. 
Undang-undang No. 5/1960 (UUPA) pada hakekatnya mengatur bahwa pada tingkat 
tertinggi, semua unsur dasar agraria dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat. Pernyataan ini dimaknai sebagai kekuasaan negara atas tanah sebagai pengatur dan bukan 
pemilik. Berkaitan dengan UU Pemerintahan Daerah No. 22/1999 yo UU No. 32/2004 dan 
perubahannya dalam UU No. 23/2014 yo perubahan kedua dalam UU No. 9/2015 seolah-olah 
terdapat kerancuan kewenangan dalam bidang pertanahan ini karena bidang pertanahan termasuk 
yang didesentralisasikan kepada daerah. Demikian diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 14 
ayat (1) UU No. 32/2004 dan perubahannya. Substansi yang dapat dikaitkan diantara kedua 
Undang-undang tersebut adalah mengenai kewenangan daerah dalam pengelolaan tanah. 
Undang-undang merupakan salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara sehingga mutlak dibutuhkan  kejelasan serta kepastian tanpa ada 
dualisme. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah substansi yang diatur berupa penyerahan 
pengelolaan tanah kepada daerah dalam UU No. 32/2004 dan perubahannya, dapat 
menggantikan apa yang diatur oleh UU No. 5/1960 mengenai substansi yang sama. Untuk 
menjawabnya tentu diperlukan pengkajian yang lebih mendalam. 
Mengenai isi wewenang Hak Menguasai Negara termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) 
Undang-undang nomor 5 tahun 1960: 
 “ Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang 
untuk : 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 
bumi, air dan ruang angkasa; 
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c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”. 
 
Dari pengaturan mengenai hak Menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi yang diberikan kepada orang-perorangan baik sendiri maupun 
bersama dan badan hukum. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 4 UUPA yang memberikan 
definisi “hak atas tanah” serta penjelasan mengenai isi dan batas kewenangan dari pemegang hak 
atas tanah. Adapun isi pasal tersebut: 
Ayat (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 
Ayat (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 1 ini memberikan wewenang 
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi 
dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, 
dalam batas-batas menurut Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum 
lain  yang lebih tinggi. 
Ayat (3) selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. 
 
Dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) di atas  telah menegaskan bahwa tiap hak atas tanah 
memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanahnya (dalam arti 
“permukaan bumi”) yang bersangkutan, demikian pula sebagian “tubuh bumi” (dan air) serta 
sebagian “ruang” yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut, dalam batas-batas menurut UUPA dan 
peraturan-peraturan hukum lain. Ketentuan pasal 4 ini dianggap wajar karena tidak mungkin 
penggunaan itu hanya meliputi permukaan buminya saja. Maka ditinjau dari sudut 
penggunaannya, objek hak atas tanah itu berdimensi tiga, pada kenyataannya merupakan “ruang” 
di atas dan “ruang” di bawah tanah yang bersangkutan, berukuran panjang, lebar, dan tinggi atau 
dalam. Namun lebih lanjut UUPA sendiri tidak memberikan batas yang pasti seberapa dalamnya 
dan seberapa tingginya ruang yang boleh digunakan itu, selain pernyataan bahwa batasnya 
adalah keperluan kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang 
bersangkutan dan apa yang ditentukan oleh UUPA dan peraturan-peraturan lain. 4 
Dalam penggunaan istilah untuk hak atas ruang bawah tanah Boedi Harsono 
menggunakan istilah Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT) yang pada kemudian hari 
dimungkinkan pemilikan bangunan-bangunan itu secara bersama. Bahkan bagian-bagiannya 
dapat dimiliki secara individual terpisah satu dengan yang lain dengan bagian-bagian tertentu 
sebagai milik bersama seperti satuan-satuan rumah susun. Bagian-bagian yang dapat dimiliki 
secara individual tersebut misalnya dapat disebut: satuan ruang bawah tanah dengan Hak Milik 
atas satuan ruang bawah tanah yang didaftar dan mempunyai sertifikat hak, seperti hak milik atas 
satuan rumah susun. Hak itupun dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dapat 
dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. Persyaratan-persyaratan bagi 
subjeknya sama dengan HGRBT, demikian juga jangka waktunya. 5 
Sedangkan menurut Maria untuk membedakan (sekedar nama) antara hak-hak yang 
diperoleh untuk ruang bawah tanah dan di permukaan bumi, maka penyebutannya dapat 
ditambah dengan misalnya, Hak Milik Bawah Tanah (HMBT), Hak Guna Bangunan Bawah 
Tanah (HGBBT) dan sebagainya. Seperti lazimnya hak atas tanah, maka hak-hak tersebut dapat 
berakhir dan dialihkan, serta dapat pula dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak 
tanggungan.6  
Sehingga dengan demikian tidak ada kewenangan bagi pemegang hak atas sebagian 
permukaan bumi untuk mengambil dan memindahkan atau menjual sebagian tubuh bumi di 
bawah tanah kepunyaannya. Karena kewenangannya hanyalah untuk mempergunakan sekedar 
yang diperlukan dan itupun yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah yang 
bersangkutan. Penggunaan bagian lain dari tubuh bumi seperti bahan galian atau tambang tidak 
termasuk bagian dari hak atas tanah.  
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Kenyataan ketidakpastian hukum terhadap hak ruang bawah tanah itu  nampaknya akan 
masih terus berlanjut meskipun secara fakta sudah dipraktekkan dan makin menjadi kebutuhan. 
Sebab dalam RUU Sumber daya Agraria Tahun 2004 maupun RUU Pertanahan tahun 2019 yang 
dimaksudkan sebagai penyempurnaan UUPA Tahun 1960 juga belum menyinggungnya. Hal ini 
terbukti dalam RUU SDA yang dibuat berdasarkan amanat Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam hanya mengatur jenis haka atas 
tanah menjadi 2 saja, yakni Hak Milik dan Hak Pakai. 7 
2. Kriteria Teknis  
 Dalam pemanfaatan ruang bawah tanah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan suatu 
bangunan. Karena untuk memanfaatakan ruang bawah tanah harus dibarengi dengan membangun 
bangunan agar mendapatkan ruang yang dapat difungsikan kemudian. Oleh karena itu kriteria 
teknis menjadi persyaratan apabila akan dilakukan pemberian suatu Hak Ruang Bawah Tanah.  
Kriteria teknis ruang bawah tanah mempertimbangkan dan berdasarkan asas-asas, antara 
lain:   
1. Keselamatan/Keamanan (kebakaran, ketersediaan oksigen, gerakan tanah, gempa 
bumi dan banjir)  
2. Kelestarian Lingkungan (tata air dan ekologi bawah tanah),  
3. Teknologi Pendukung (pompa dan pengkondisian udara). 8 
Dari ketiga kriteria teknis tersebut nampaknya yang paling utama adalah faktor keselamatan dan 
keamanan.  Bangunan bertingkat terutama yang mempunyai Ruang Bawah Tanah (basement) 
harus diperhatikan mengenai keselamatan dan keamanannya. Keselamatan dan keamanan ini 
terutama terhadap bahaya kebakaran, ketersediaan oksigen, pergeseran tanah/gerakan tanah, 
gempa bumi, banjir,  
a.  Keselamatan Terhadap Kebakaran 
Pada evakuasi terhadap kebakaran apabila terjadi kebakaran semua peralatan yang 
memakai listrik tidak berfungsi, sehingga yang dapat dipergunakan hanya tangga 
kebakaran. Secara manusiawi, manusia hanya dapat melakukan pergerakan 
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vertikal maksium 4 lantai atau ± 20 m. Oleh karena itu hal ini yang dapat menjadi 
dasar pertimbangan untuk maksimum RBT adalah 4 lantai atau ± 20 m. 
b. Keselamatan Terhadap Kebutuhan Oksigen 
Bangunan bertingkat perlu diperhatikan mengenai ketersediaan oksigen alami, 
bukan penghawaan artifical ( AC ). Pada ketinggian tertentu bangunan bertingkat 
baik itu bangunan di atas permukaan maupun di bawah tanah akan mengalami 
kekurangan ketersediaan oksigen (O2), sesuai ketersediaan oksigen di permukaan 
bumi. Semakin tinggi bangunan, semakin menipis persediaan  oksigennya, juga 
semakin ke dalam / bawah tanah demikian pula. Khususnya untuk bangunan di 
bawah tanah, apabila tanpa teknologi atau alami, ketersediaan O2 hanya mencapai 
± 15 – 20 m. 
c. Keamanan Terhadap Pergeseran Tanah ( Gerakan Tanah ) 
Khususnya untuk daerah yang terdapat patahan geologi (Caesar), maka perlu 
diperhatikan mengenai keamanan bangunan terhadap pergerakan tanah. Daerah 
Caesar mempunyai wilayah pengaruh langsung ± 500 m dari kiri dan kanan 
daerah patahan geologi tersebut. Demi keamanan penghuni terhadap keretakan 
dan kerusakan bangunan bertingkat, maka sebaiknya ruang bawah tanah tidak 
lebih dari 1 (satu) lantai saja bagi bangunan yang berada di daerah wilayah 
pengaruh patahan geologi (Caesar). 
d. Keamanan Terhadap Gempa 
Wilayah Indonesia merupakan jalur gempa di dunia, kecuali Pulau Kalimantan, 
oleh karena itu pertimbangan terhadap gempa merupakan sesuatu yang harus 
diperhatikan, terutama untuk bangunan bertingkat. Gaya geser dan getaran 
amplitudo bangunan bila mengalami gempa berkaitan dengan tinggi rendahnya 
bangunan. Semakin tinggi bangunan getaran amplitudonya semakin besar, 
sehingga “sendi” bangunan semakin dibutuhkan lebih erat. Dalam hal ini semakin 
dalam ruang di bawah tanah, semakin kokoh reaksi bangunan terhadap gempa. 
e. Keamanan Terhadap Banjir 
Sebagian besar kota-kota di Indonesia berada di wilayah pantai, yang daerah-
daerah tersebut cukup rawan terhadap banjir, mengingat kemiringan tanahnya 
relatif datar mendekati 0 %. Demi keamanan terhadap bahaya yang diakibatkan 
oleh banjir, sebaiknya ruang bawah tanah dibatasi, mengingat sewaktu-waktu 
kemungkinan terjadinya banjir yang tidak / belum dapat diantisipasi, sebaiknya 
ruang bawah tanah dapat menyelamatkan penghuni secara cepat. 
Standar mobilitas vertikal manusia hanya mencapai 3-4 lantai, oleh karena itu 
kedalaman ruang bawah tanah juga maksimum 3-4 lantai. 
Blower saat ini hanya dapat melayani maksimum 2 lantai apabila tidak ada blower 
pendorong lagi, namun “Blower” pendorong hanya dapat berfungsi baik hanya 
sekali atau satu tahap dorongan. 
Hal ini berarti kedalaman maksimum hanya 2 lantai kali 2 (dua) atau 4 lantai.9 
 
IV. KESIMPULAN 
1.  Kewenangan yuridis dalam pengaturan kebijakan pertanahan termasuk pengaturan 
penggunaan ruang bawah tanah ada pada Pemerintah Pusat yang bersumber dari Hak 
Menguasai dari Negara, sedangkan kewenangan Pemda menurut Undang-undang 
Pemerintahan Daerah ditekankan  pada pelayanan pertanahannya. Sedangkan 
kewenangan penggunaan ruang ruang bawah tanah selama ini ada pada subjek hukum 
hak atas tanah di atasnya, namun hanya terbatas yang diperlukan untuk mendukung 
pemanfaatan hak atas tanahnya. 
2. Pengaturan yuridis terhadap penggunaan ruang bawah tanah sampai saat ini belum diatur 
secara tegas baik dalam suatu Pasal UU maupun dalam UU tersendiri, maupun dalam 
RUU Sumber Daya Agraria 2004 maupun RUU Pertanahan 2019. Padahal dalam praktek 
sudah mulai dibutuhkan dan bahkan sudah dipraktekkan seperti pembangunan MRT 
(subway) di Jakarta saat ini. Pengaturan penggunaan ruang bawah tanah ini cukup 
kompleks karena sangat berkaitan dengan aspek teknis, karena itu orientasi yuridisnya 
harus dilakukan dari berbagai aspek secara seimbang, dan berkelanjutan.  
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